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Menguburkan jenazah hukumnya wajib kifayah meskipun jenazahnya non muslim. 
Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam memerintahkan dan sekaligus sering turun tangan 
melaksanakan penguburan. Di dalam hadits yang antara lain dari Abu Talhah 
diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, dan An-Nasai
1
. 
Setiap manusia dalam kehidupannya selalu menginginkan hidup yang nyaman, 
tentram, dan damai, begitupula ketika manusia kembali keharibaan Tuhan Yang Maha 
Esa. Sebagai penghormatan terakhir, biasanya proses pemakaman dilakukan dengan 
sesakral mungkin sesuai dengan agama dan adat yang berlaku. Kemudian, jenazah 
dimakamkan di area pemakaman di tata dan di kelola sedemikian rupa sebagai wujud rasa 
sayang dari orang yang ditinggalkan. Tanah pemakaman merupakan suatu tanda 
peringatan dan juga dapat menggambarkan salah satu definisi yang dapat mencerminkan 
ciri dari sebuah kota. Makam adalah simbol dari kehadiran yang mati sekaligus analogi 
peralihan dua dunia sehingga perlu direncanakan sedini mungkin.
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Tingginya pendapatan masyarakat sehingga timbul golongan masyarakat “kelas 
atas” yang akhirnya dalam hal pemakaman pun mencari pemakaman sesuai dengan gaya 
hidup mereka dan tidak mau dimakamkan di tempat pemakaman umum yang disediakan 
oleh pemerintah. Karena tempat pemakaman umum terlihat begitu menakutkan, kotor, 
dan tidak nyaman untuk dikunjungi keluarga apabila ingin berlama-lama untuk berdoa 
disana serta identik dengan pemakaman “kelas bawah”. Mereka yang mempunyai strata 
sosial yang tinggi pasti menginginkan pemakaman yang bersih, nyaman, dan mewah 
seperti semasa hidupnya. Dewasa ini sudah terdapat beberapa tempat pemakaman yang 
dikelola oleh pihak swasta, yakni tempat pemakaman yang menyuguhkan kenyamanan, 
keamanan, kebersihan dan dapat dipesan jauh-jauh hari sebelum terjadinya kematian. 
Merencanakan atau mengatur tempat pemakaman lebih awal dapat meringankan beban 
yang akan dihadapi oleh keluarga, ahli waris, atau kerabat. Pemakaman tersebut dibandrol 
dengan harga yang sangat mahal. 
Seringkali kita jumpai di tempat pemakaman umum, makam lama yang sudah tidak 
dikunjungi atau diurus oleh keluarga atau ahli waris, yang kemudian digusur oleh pihak 
pengelola pemakaman untuk dijadikan tempat makam yang baru, karena tidak sedikit 
lahan yang sudah habis untuk dijadikan tempat makam di pemakaman umum yang 
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dikelola oleh pemerintah. Ini juga alasan yang membuat keluarga atau ahli waris 
golongan masyarakat “kelas atas” untuk melindungi makam keluarganya dari 
penggusuran yang akan terjadi dikemudian hari oleh pihak pengelola pemakaman umum 
dan kemudian berbondong-bondong membeli tanah pemakaman dari pihak pengelola 
pemakaman swasta. 
Di Indonesia, Pemakaman telah diatur oleh Pemerintah Pusat di bawah Departemen 
Dalam Negeri yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan 
dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (selanjutnya disebut PP 
Penyediaan Tempat Pemakaman) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 
1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, 
penyelenggaraannya dapat dikelola oleh pemerintah untuk Tempat Pemakaman Umum 
(TPU), dan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) pengelolaannya dapat dilakukan 
pihak masyarakat maupun swasta, yaitu oleh badan sosial dan atau badan keagamaan 
menurut Pasal 1 sub a dan sub b.1. 
Prasarana dan sarana umum berperan sebagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat 
luas. Penyediaannya dilakukan secara serentak atau massal (tidak secara per individu). 
Tingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas tersebut menjadi ukuran tingkat kesejahteraan 
masyarakat. Penyediaan prasarana dan sarana umum merupakan tanggung jawab 
pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak, baik untuk memenuhi 
kebutuhan pokok sehari-hari maupun kebutuhan sekunder. Tanggung jawab tersebut 
menyangkut penyediaan dan pengaturan dalam pengelolaan prasarana-sarana. Akan 
tetapi, tidak berarti bahwa pemerintah harus menyediakan secara keseluruhan karena 
sebagian tanggung jawab dapat diserahkan kepada pihak lain.
3
 
Pemakaman merupakan sebuah Ruang Terbuka Hijau yang memberikan banyak 
keuntungan terutama bagi lingkungan sekitar tempat pemakaman tersebut berada.
4
 
Berdasarkan hasil penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam mengelola ruang 
terbuka hijau dengan perspektif Good Environmental Governance (Studi di Kota Madiun) 
yang ditulis oleh Chyntia Desyantari Putri, Lely Indah Mindarti, dan Farida Nurani 
dilakukan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Madiun, Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun, Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun dan 
Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun maka penerapan ruang terbuka hijau publik dan 
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penerapan ruang terbuka hijau privat di Kota Madiun secara umum sudah sesuai dengan 
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tataruang 
Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030. Upaya pemerintah Daerah dalam mengelola 
ruang terbuka hijau di Kota Madiun secara umum telah sesuai, yaitu pemanfaatan secara 
maksimal untuk jalur hijau, pemanfaatan kawasan konservasi pada bantaran sungai, 
pengembangan kawasan-kawasan yang merupakan daerah aliran air (tangkapan air), 
lapangan olahraga direncanakan penyebarannya ke tiap Subpusat Kota/Kecamatan, 
mempertahankan makam sebagai ruang terbuka hijau kota, dibuatnya kawasan penyangga 
(buffer zone) antara kawasan industri dengan kawasan pemukiman dan pengembangan 
hutan kota pada tiap subpusat kota.
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Pemakaman Muslim Husnul Khotimah (selanjutnya disebut Pemakaman Muslim) 
yang terletak di Jalan Borobudur, Rukun Tetangga 19, Rukun Warga 03, Kelurahan 
Madiun Lor, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur ini pada 
mulanya dibangun atas Paguyuban Jamaah dari Islamic Centre Madiun (Selanjutnya 
disebut Jamaah ICM) yang membentuk sebuah Badan Hukum berbentuk Yayasan untuk 
mengelola Pemakaman Muslim tersebut. Mereka menginginkan pada saat menghadapi 
ajal, mereka dalam keadaan husnul khotimah. Selalu bersama-sama menjalani kehidupan 
dengan mengikuti tuntunan Al-Qur’an, As-Sunnah dan Al-Hadits, maka pada saat 
meninggalpun mereka menginginkan dimakamkan di lokasi yang sama dengan prosesi 
pemakaman yang sesuai oleh ajaran Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam. Pada 
awalnya hanya Jamaah ICM saja yang dapat dimakamkan di Pemakaman Muslim, namun 
dikarenakan jumlah anggota yang hanya berjumlah 90 orang, maka diperluaslah, siapapun 
yang beragama Islam dapat dimakamkan di Pemakaman Muslim ini dengan syarat Ia 
wajib mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam. Konsumen yang ingin 
menggunakan kavling tanah makam yang dikelola oleh Yayasan harus membayar infaq 
yang nominalnya telah ditetapkan oleh Yayasan. Namun yang menjadi permasalahan 
dewasa ini yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen selaku pembeli dalam proses 
jual beli atas kavling tanah makam tersebut. 
Yayasan lazimnya bergerak di bidang sosial dan bukan menjadi tujuannya untuk 
mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat 
sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tujuannya, pertama adalah Pengabdian untuk 
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masyarakat atau kegiatan yang bersifat sosial, bagaimana yayasan mengabdi ke 
masyarakat sekitar lingkungan yayasan. Lalu yang kedua adalah Keuntungan. Selanjutnya 
yang ketiga adalah Sumber Dana yang diperolah oleh Yayasan adalah sumbangan atau 
bantuan yang tidak mengikat, berupa wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang 
tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar. 
Penelitian dari Ronald Rezeki Tarigan tentang Kajian aspek ekonomi pada 
pengelolaan tanah pemakaman umum (TPU) Kristen di Kota Medan, berpendapat bahwa 
manajemen pengelolaan tanah pemakaman umum (TPU) yang berkelanjutan dalam suatu 
kawasan menuntut tercukupinya kebutuhan dasar semua orang dan tersedianya peluang 
yang sama dan keadilan dalam memenuhi kebutuhan sarana sosial yang lebih baik. Pada 
akhirnya harus disadari bahwa manajemen pengelolaan tanah pemakaman umum (TPU) 
yang berkelanjutan tersebut bukanlah suatu tingkat keselarasan yang tetap (statis), akan 
tetapi lebih merupakan suatu proses dinamis tentang pemanfaatan sumber daya, arah 
investasi sumber daya, orientasi pengembangan teknologi serta perubahan visi 




Bertambah majunya perekonomian rakyat dan perekonomian nasional, maka 
bertambah pula keperluan akan kepastian hukum di bidang pertanahan. Di dalam 
kehidupan sehari-hari sertifikat tanah seringkali menjadi persengketaan bahkan sampai ke 
sidang pengadilan. Hal ini timbul karena tanah mempunyai fungsi yang sangat penting 
bagi kehidupan masyarakat, yang membuat masyarakat berusaha untuk memperoleh 
tanah berbagai cara bahkan dengan menyerobot tanah milik orang lain
7
. Meningkatnya 
kebutuhan atas tanah bagi kepentingan masyarakat dalam rangka memberikan 
perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak warga negaranya baik hak 
perseorangan maupun publik atas tanah, maka diperlukan suatu aturan untuk menjamin 
kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, agar dalam 
pemanfaatan atau penggunaan tanah terjadi suatu keteraturan. Yang menjadi 
permasalahan dewasa ini yaitu tanah permakaman swasta dengan harga yang mahal 
sudahkah termasuk dalam pengurusan Ijin Hak Milik atau Hak Guna Usaha atau bahkan 
Hak Pakai, serta kepengurusan perijinannya tersebut menggunakan jasa Notaris dan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (Selanjutnya disebut PPAT) dan  perlindungan hukum bagi 
yayasan selaku pengelola tanah pemakaman tersebut. 
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Chairul Anam Abdullah di dalam penelitiannya tentang perlindungan hukum bagi 
pemegang sertifikat hak atas tanah berpendapat dalam kaitannya dengan kasus peradilan 
perdata yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Tangerang tentang sengketa 
tanah yang timbul dari sertifikat ganda, melahirkan pertanyaan yaitu sampai sejauh 
manakah perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap pemegang hak atas 
tanah. Sebagaimana dipahami bahwa hak untuk mendapat perlindungan hukum ini 
menyangkut bagaimana tugas, peran sekaligus tanggung jawab yang harus diemban 
kekuasaan beridentitas negara. Sebagai warga negara yang berhimpun dalam suatu 
identitas Negara tentu mempunyai hak yang bersifat asasi, yaitu hak keselamatan, 
keamanan, dan perlindungan hukum. Konsekuensi dari diakuinya hak-hak tersebut, maka 
tidak diperbolehkan satupun anggota masyarakat sebagai warga negara mendapat 
pelayanan yang tidak adil dari kekuasaan negara.
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Bagi bangsa Indonesia sendiri tanah bermakna multidimensional. Tanah merupakan 
tempat masyarakat melakukan proses budaya, ruang hidup bagi masyarakat bangsa 
Indonesia dan memiliki fungsi sosial.
9
 Eksistensi tanah dalam kehidupan manusia 
mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan 
capital asset. Sebagai social asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial 
dikalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan, sedangkan capital asset tanah 
merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi 
yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan obyek spekulasi.
10
 Tanah 
mempunyai ciri khusus yang bersegi dua, yakni sebagai benda dan sebagai sumber daya 
alam.
11
 Hak bangsa Indonesia atas tanah mempunyai sifat komunalistik. Sifat 
komunalistik artinya, semua tanah yang ada dalam wilayah negara Republik Indonesia 
merupakan tanah bersama rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
12
  
Tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang MahaEsa kepada seluruh makhluk 
hidup di muka bumi, terlebih untuk manusia melaksanakan hajat hidup, baik dahulu, 
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sekarangm ataupun masa yang akan datang.
13
 Tanah adalah bagian permukaan bumi dan 
menjadi alas yang terbentang luas sebagai tempat berpijaknya manusia sehingga 
menimbulkan keterkaitan yang sangat erat antara tanah dengan manusia, karena seluruh 
kehidupan manusia bergantung pada tanah. Selain itu tanah adalah harta tidak bergerak 
yang bersifat permanen dan dapat dijadikan investasi bagi kehidupan mendatang bahkan 
pada akhirnya tanah pulalah yang menjadi tempat persemayaman terakhir ketika manusia 
berganti kehidupan.
14
 Pengertian tanah lainnya diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang 
No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut 
UUPA) dinyatakan sebagai berikut, 
“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, 
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.” 
Penguasaan negara dalam hukum agrarian atas bumi atau tanah, mengandung 
pengertian negara memegang kekuasaan untuk menguasai dan mengusahakan segenap 
sumber daya agraria yang terdapat dalam wilayah hukum negara Indonesia. Pengertian 
demikian, sejalan dengan maksud istilah dikuasai oleh negara yang ditujukan kepada 
obyek-obyek penguasaan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, 
sedangkan pengertian hak menurut Apeldoorn
15
, adalah suatu kekuasaan (macht) yang 
teratur oleh hukum yang berdasarkan kesusilaan (moral). Tetapi kekuasaan semata-mata 
bukanlah hak. Hanya kekuasaan yang dibenarkan oleh hukum saja yang dijadikan dasar 
bagi adanya hak untuk mengatur oleh negara. Muhammad Bakri menyatakan bahwa 
menurut sifat dan pada asasnya, kewenangan negara yang bersumber pada hak menguasai 
tanah oleh negara berada di tangan Pemerintah Pusat, Daerah-daerah swantantra 
(sekarang Pemerintah Daerah), baru mempunyai wewenang tersebut apabila ada 
pelimpahan (pendelegasian) wewenang pelaksanaan hak menguasai tanah oleh negara 
dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
16
 Negara memiliki kewenangan 
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sebagai pengatur, perencanaan, pelaksanaan, dan sekaligus sebagai pengawasan 
pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya alam nasional.
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Tujuan pokok dari UUPA tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum mengenai kepemilikan hak atas tanah bagi rakyat, tetapi UUPA juga 
mengatur mengenai macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai 
oleh perseorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain ataupun badan 
hukum. Hak atas tanah yang dapat dipunyai dan diberikan kepada perseorangan dan 
badan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 16 UUPA ayat (1) yakni: Hak Milik, Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, hak 
memungut hasil hutan, hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang 
akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai 
yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA. 
Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengenai tanah, yaitu permukaan bumi 
atau lapisan bumi yang di atas sekali.
18
 Secara yuridis pengertian tanah dijelaskan dalam 
Pasal 1 ayat (4) UUPA, yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam pengertian bumi, selain 
permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta berada di bawah air”. 
Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (4) UUPA tersebut diatas, disebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan tanah adalah permukaan tanah adalah permukaan bumi. Jadi disini 
adalah lapisan permukaan bumi yang bisa digunakan manusia untuk dipakai sebagai 
usaha.  
Agraria dalam terminologi bahasa Indonesia adalah urusan pemilikan tanah
19
, 
Pengertian agrarian ini, sama sebutannya dengan agrarian laws bahkan sering kali 
digunakan untuk menunjuk kepada perangkat peraturan hukum yang bertujuan 
mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan 
dan pemilikan tanah
20
. Pengertian agraria dapat pula diketemukan dalam UUPA. Hal ini 
dapat ditemukan jika membaca konsideran dan pasal-pasal yang terdapat dalam ketentuan 
UUPA itu sendiri. Disebutkan dalam konsideran UUPA yaitu, Pertama, bahwa di dalam 
Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk 
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perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air, dan ruang angkasa, sebagai 
karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun 
masyarakat yang adil dan makmur. Kedua, bahwa hukum agraria yang masih berlaku 
sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah 
jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan 
rakyat dan Negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta 
pembangunan semesta, Ketiga, bahwa agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan 
berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat, 
Keempat, bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian 
hukum. 
Dengan adanya sifat dualisme dari agraria, maka perlu adanya hukum agraria baru 
yang nasional, yang akan mengganti hukum yang berlaku sekarang ini, yang tidak lagi 
bersifat dualisme, yang sederhana dan yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh 
rakyat Indonesia. Hukum agraria yang baru itu harus member kemungkinan akan 
tercapainya fungsi bumi, air, dan ruang angkasa sebagai yang dimaksudkan di atas dan 
harus sesuai pula dengan kepentingan rakyat dan Negara serta memenuhi keperluannya 
menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria.
21
 Oleh karena itu, pengertian 
agraria dan hukum agraria mempunyai arti atau makna yang sangat luas. Pengertian 
agraria meliputi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya (Pasal 1 ayat (2)). 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN 
SELAKU PEMBELI KAVLING TANAH MAKAM YANG DIKELOLA OLEH 
YAYASAN HUSNUL KHOTIMAH DI KOTA MADIUN” 
                                                          
21
 Supriadi, Hukum Agraria, Ctk. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 361 
